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ABSTRAK 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup 

pesat sejalan dengan semakin banyaknya lembaga perbankan syariah. Seiring dengan 

perkembangan tersebut, maka potensi terjadinya perkara mengenai perbankan syariah 

juga akan meningkat. Perkara perbankan syariah yang sering terjadi dilatar belakangi 

oleh beberapa faktor diantaranya terdapat conflict of interest diantara para pihak, 

terjadinya wanprestasi dan adanya Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad). 

Semenjak diundangkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama, Pengadilan mempunyai wewenang baru yakni untuk mengatasi perkara 

ekonomi syariah. Berdasarkan data perkara perbankan syariah yang telah terdaftar di 

Pengadilan Agama Mataram peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait pertimbangan 

yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaiakn perkara 

perbankan syariah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif-analitis yang dilakukan pada Pengadilan Agama 

Mataram Kelas 1A dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan 

yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yaitu putusan 

perkara, Undang-Undang, buku, jurnal, disertasi dan tesis yang sesuai penelitian. 

Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan 

dalam penelitian adalah teori hierarki oleh Hans Kalsen. Teori ini berguna untuk 

menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perbankan syariah di 

Pengadilan Agama Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme 

penyelesaian perkara perbankan syariah terhadap empat Perkara Perbankan syariah 

yang terdaftar di Pengadilan Agama Mataram dilakukan dengan penanganan secara 

biasa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan dengan alur mekanisme yang dimulai oleh 

tahap pengajuan perkara, pra persidangan sampai dengan tahap persidangan. 

Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam penyelesaian perkara Perbankan 

Syariah yaitu Undang Undang Perbankan syariah, Al-Qur’an, KUHPerdata, Peraturan 

Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. Dasar pertimbangan yang digunakan pada perkara 

0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr, 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr, 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr telah sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pada perkara nomor 

0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr seharusnya Hakim menyatakan Pengadilan Agama Mataram 

tidak berwenang untuk menyelasaikannya karena terdapat klausula arbitrase pada akad 

para pihak.  

 

Kata Kunci: Perkara Perbankan Syariah, Pengadilan Agama, Pertimbangan 

Hakim. 
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MOTTO 

 

ٓ اً ن نِ كَ كَئٓنِنِن ك ت نُ  تِّلنخْ كَكَ ت تكَ  تٱَِّّهن ت تۚ ت كًئٓ تأكركىَٰكك  تبن نُمك تب كنخ ك تٱَِّّٓسن  تِّنتكحخ  تبنٱِّخحكقلن نُتكَٰبك  تٱِّخ  إننَّئٓ تأكنزكِّخكِئٓ تإنِّكنخكك
" Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah 

wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang 

tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat,” 

(QS. An-Nisa’ [04] : 105) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 

September 1987. 

  

I. Penulisan Konsonan 

No Huruf 

Arab 

Nama 
 

Huruf Latin Keterangan 

1 
 ا

Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

2 
 ب

ba’ B B 

3 
 ت

ta’ T T 

4 
 ث

ṡa’ ṡ 
        es (dengan titik di atas) 

5 
 ج

Jim J Je 

6 
 ح

ḥa        ḥa 
ha (dengan titik di 
bawah) 

7 
 خ

Kha        Kh ka dan ha 

8 
 د

Dal D D 

9 
 ذ

z|al Z Dz 

10 
 ر

ra’ R R 

11 
 ز

Zai Ż Zet 

12 
 س

Sin S Es 

13 
 ش

Syin        Sy es dan ye 

14 
 ص

ṣad ṣ 
es (dengan titik di 
bawah) 

15 
 ض

ḍad ḍ 
de (dengan titik 
dibawah) 
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16 
 ط

ṭa’ ṭ 
te (dengan titik 
dibawah) 

17 
 ظ

ẓa’ ẓ 
zet (dengan titik 
dibawah) 

18 
 ع

‘ain ‘ koma terbalik di atas 

19 
 غ

Gain G Ge 

20 
 ف

fa’ F Ef 

21 
 ق

Qaf Q Qi 

22 
 ك

Kaf K Ka 

23 
 ل

Lam L El 

24 
 م

Mim M Em 

25 
 ن

Nun N En 

26 
 و

Wawu W We 

27 
 ه

ha’ H Ha 

28 
 ء

hamzah ‘ Apostrof 

29 
 ي

ya’ Y Ye 

 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 ditulis  Sunnah  سنة

 ditulis  ‘illah  علة

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

A. Bila dimatikan ditulis dengan h 
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 ditulis  al-māidah المائدة

 ditulis  islāmiyyah إسلامية

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya) 

B. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

h. 

 ditulis  Muqāranah al-maz\āhib مقارنة المذاهب

IV. Vokal Pendek 

Kasrah ditulis   i 

Fathah ditulis  a 

Dammah ditulis  u 

V. Vokal Panjang 

Fathah + Alif   ditulis  ā 

انإستحس      ditulis  Istih}sān 

Kasrah + ya’ mati  ditulis  ā 

 ditulis  al-‘Alwānī     العلوانى

Dammah + wāwu mati  ditulis  u> 



 

 

xi 
 

 ditulis  ‘Ulu>m     علوم

VI. Vokal Rangkap 

Fathah + ya’ mati  ditulis  ai 

 ditulis  ghairihim     غيرهم

Fathah wāwu mati   ditulis  au 

 ditulis  Qaul     قول

VII. Vokal Pendek yang Beruutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof 

 ditulis  a’antum  أأنتم

 ditulis  u’iddat  أعدت

 ditulis  la’in syakartum لإن شكرتم

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

A. Bila diikuti huruf Qomariyyah 

 ditulis  al-Qur’an القرآن

 ditulis  al-Qiyās القياس

B. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ditulis  ar-Risālah الرسالة
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 ’ditulis  an-Nisā  النساء

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis  Ahl al-Ra’yi أهل الرأى

 ditulis  Ahl as-sunnah  أهل السنة
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة و السلام على سيد السادة سيدنا و مولانا محمد بن عبد الله و 

 الذين هم هداة الأمة, و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. على آله و أصحابه

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat 

diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. 

Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi 

Muhammad SAW sebagai suri tauladan ummat manusia. Semoga kita tergolong 

orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. 

Amin. 

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan 

hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan 
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1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
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Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



 

 

xiv 
 

3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Beliau juga selaku dosen pembimbing tesis, yang telah 

memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis, 

sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, 

arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan 

pahalanya yang sepadan kepada beliau. 

5. Staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya 

dalam penyelesaian tesis ini. 

6. Kedua orangtua peneliti yang telah menjadi motivator dan inspirator terhebat 

dalam hidup peneliti, yang telah mengiringi setiap langkah peneliti yang selalu 

memberikan nasehat dan pengarahan untuk menjadi seseorang yang lebih baik 

lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus disetiap sujudnya untuk 

kebaikan peneliti. 

7. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi ataupun formil dalam 

penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. 

Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini bisa 

bermanfaat bagi peneliti pribadi, pembaca, dan bagi siapa pun yang mengkaji serta 

mempelajarinya. Peneliti sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah 
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dan dosa, menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, Peneliti sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari 

pembaca untuk kesempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin. 

Yogyakarta, 24 Juli 2020  

Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ekonomi Syariah di Indonesia berkembang dengan pesat ditilik dari berdirinya 

beberapa Bank Islam di antaranya Bank Muamalat pada tahun 1991 tepatnya pada 

tanggal 24 Rabiul akhir 1412 H / 1 November 1991 dan memulai kegiatan operasinya 

pada tahun 1992.1 Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada juni 2015 

perkembangan ekonomi Syariah pada industri Perbankan Syariah memiliki total aset 

sebesar Rp. 237 Triliun dengan pangsa pasar di tahun 2016 sebesar 4,61% yang tersebar 

di 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Bank Syariah berbentuk Unit Usaha Syariah 

(UUS), dan 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).2 Perkembangan Perbankan 

Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat sejalan dengan sektor 

hukum dimana bisa dilihat dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang 

ekonomi Syariah.  

Seiring dengan perkembangan tersebut, maka potensi perkara yang mungkin 

terjadi juga meningkat, bahkan tak bisa dihindari. Perkara yang muncul dilatar belakangi 

karena beberapa sebab, salah satunya yakni adanya conflict of interest diantara para 

pihak. Perkara-perkara tersebut timbul di antara pihak-pihak yang terlibat karena 

                                                             
1 Muhammad Nurcholis A, “Kewenangan Peradilan Agama Untuk Mengadili Perkara 

Melawan Hukum Dalam Sengaketa Ekonomi Syariah,” (Universitas Gajah Mada: 2018), hlm.1. 

2 Ibid. 
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aktifitasnya dalam bidang bisnis atau perdagangan yang dinamakan perkara bisnis.3 

Perkara tersebut terjadi berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak 

karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Bentuk wanprestasi 

atau tidak dipenuhinya perjanjian bisnis Syariah yang pertama yaitu tidak melaksanakan 

prestasi samasekali, kedua melaksanakan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian, 

yang ketiga melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu dan yang terakhir adalah 

melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.4 

Selain disebabkan karena adanya conflict of interest dan terjadinya wanprestasi, 

perkara yang banyak terjadi dalam ranah perdata yakni perkara Perbuatan Melawan 

Hukum (onrechtmatige daad) yang terdapat dalam Pasal 1365-1380 KUH Perdata. 

Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.5 Berdasarkan pengertian perbuatan 

melawan hukum yang dimaksud terdapat empat hal yang harus dibuktikan yaitu adanya 

unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur menimbulkan kerugian dan 

unsur yang menunjukan hubungan kualitas antara perbuatan melawan hukum dengan 

kerugian yang ditimbulkan.6 Ketika semakin banyak permasalahan yang bermunculan 

                                                             
3 Rojiksin, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi (Studi Pada 

Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2015-2016),” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 1. 

4   Hasanuddin Muhammad, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di 

Pengadilan Agama,” Tesis Universitas Islam Indonesia (2015), hlm. 4. 

5 Muhammad Nurcholis A, “Kewenangan Peradilan Agama Untuk Mengadili Perkara 
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengaketa Ekonomi Syariah,” (Universitas Gajah Mada 2018), 

hlm.2. 

6 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Bank Syariah, Cetakan Pertama (GajahMada 

University Press: Yogyakarta, 2010), hlm. 36.   
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pada pelaku kegiatan badan usaha yang menggunakan label Syariah, maka 

penyelesaiannyapun harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham syariat 

Islam, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 

tertanggal 22 Desember Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. 

Penyelesaian perkara ekonomi Syariah dapat dilakukan dengan litigasi maupun 

non litigasi.7 Dengan adanya pilihan dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah 

tersebut, beberapa pihak memilih sistem damai dalam penyelesaian perkaranya karena 

penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan dianggap kurang efektif oleh para 

pelaku bisnis, karena penyelesaian perkara yang lambat dan membuang waktu, biaya 

perkara mahal, peradilan tidak responsif dengan kepentingan umum, putusan pengadilan 

tidak menyelesaikan perkara, kemampuan hakim bersifat generalis, dan menggunakan 

putusan kalah menang. Hal ini perlu dicarikan alternatif terbaik dalam mekanisme 

penyelesaian perkara dalam pengadilan atau luar pengadilan agar kedua pihak sama-

sama menemukan keadilan tanpa saling dirugikan.8 

Pengadilan Agama mempunyai wewenang baru semenjak diundangkannya 

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 

7 Tahun 1989 yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara 

di bidang ekonomi Syariah sebagaimana putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.9 Dalam 

Undang Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 juga menjelaskan 

mengenai kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, memutus dan 

                                                             
7 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Yogyakarta: 

Gama media, 2008), hlm.5. 

8 Tuti Haryati, “Hukum Dan Masyarakat,” Tahkim, Vol. X: 2 (Desember 2014), hlm. 78.  

9 Ibid. 
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menyelesaikan perkara ekonomi Syariah. Pada Pasal tersebut dituliskan bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah. 

Bertambahnya kewenangan baru tersebut, maka Pengadilan Agama dalam 

menangani perkara Perbankan Syariah agar memiliki hakim-hakim khusus yang 

kapabel, serta memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hakim 

pengadilan agama dianggap tahu hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk 

memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hakim 

Pengadilan Agama memang memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, namun 

selama ini tidak menangani perkara yang terkait dengan ekonomi Syariah/Perbankan 

Syariah, sehingga wawasan tentang perkara tersebut sangat terbatas, oleh sebab itu 

setiap hakim pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai perkara 

ekonomi Syariah/Perbankan Syariah.10 

Pengadilan Agama Mataram merupakan salah satu pengadilan agama yang 

berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut hemat penulis Kota Mataram 

merupakan Ibu Kota Provinsi yang menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian 

masyarakat yang cukup pesat sehingga Pengadilan Agama Mataram kelas 1A menjadi 

Pengadilan yang memiliki kasus perkara Perbankan Syariah terbanyak di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Terhitung sejak tahun 2015 sampai 2019 terdapat 4 (empat) perkara 

Perbankan Syariah yang masuk di Pengadilan Agama Mataram, dengan data perkara 

sebagai berikut: 

                                                             
10 Saepullah, “Kewenangan Peradilan Agama Di Dalam Perkara Ekonomi Syariah,” 

Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.1:2 (Desember 2016), hlm. 209. 
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Tabel 1. Data perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram kelas 1.A 

NO 

TAHUN 

PERKARA 

NOMOR 

PERKARA 

PUTUSAN 

1 2015 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr Pemberitahuan Putus Kasasi 

2 2016 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr Pemberitahuan Putus Kasasi 

3 2017 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr Minutasi 

4 2019 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr Pemberitahuan Putusan 

Sumber : http://pa-mataram.go.id/sipp/index.php/detil_perkara 11 

Dari data perkara Perbankan Syariah yang masuk ke Pengadilan Agama 

Mataram Kelas 1A tersebut peneliti ingin menggali lebih dalam terkait pertimbangan 

hakim dalam menyelesaiakn perkara Perbankan Syariah. Perkara perkara tersebut perlu 

digali antara masing masing putusan guna mmengetahui pertimbangan yang digunakan 

oleh Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas l A apakah telah sesuai dengan Undang 

Undang atau sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Mataram Kelas 1 A Dalam Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah. 

 

 

 

                                                             
11 Sistem Informasi Penelusuran Perkara, “http://pa-

mataram.go.id/sipp/index.php/detil_perkara,” Akses 25 September 2019.  

http://pa-mataram.go.id/sipp/index.php/detil_perkara
http://pa-mataram.go.id/sipp/index.php/detil_perkara
http://pa-mataram.go.id/sipp/index.php/detil_perkara
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B. Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan 

Agama Mataram Kelas 1 A? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim menurut teori hierarki hukum dalam 

penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 

1 A?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

Setiap kegiatan yang akan dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas. Hal itu 

dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan 

maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut, demikian juga dengan penulisan tesis ini 

mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Memahami mekanisme penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan 

Agama Mataram Kelas 1A. 

b. Memahami pertimbangan hakim menurut teori hierarki hukum dalam 

penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 

1 A. 

2. Tujuan Subjektif  

a. Untuk memperoleh pengetahuan dasar dan pemahaman mengenai mekanisme 

dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah di 

Pengadilan Agama Mataram kelas 1 A. 

b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama dalam penyusunan 

penulisan hukum (tesis) sebagai salah satu kelengkapan dalam mencapai 
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derajat kesarjanaan dalam bidang Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

3. Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan lebih bermanfaat dengan adanya data yang akurat 

sehingga bisa menambah wawasan pembaca, oleh karena itu penulis merumuskan 

manfaat penelitian sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis 

1) Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu 

hukum, khususnya hukum acara peradilan agama yang berhubungan 

dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian 

perkara Perbankan Syariah. 

2) Dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan 

datang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai panduan bagi pihak yang 

hendak mengajukan perkara dalam hal Perbankan Syariah ke Pengadilan 

Agama. 

2) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh. 

3) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelesaian 

perkara ekonomi Syariah terkait dengan Perbankan Syariah melalui jalur 

peradilan yang tepat. 
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D. Telaah Pustaka 

Peneletian tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian 

perkara Perbankan Syariah merupakan bidang kajian yang cukup menarik dan 

sebaiknya perlu pengkajian lebih dalam lagi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Oleh sebab itu 

dalam memetakan posisi dalam penelitian ini, maka perlu kiranya mengutarakan 

beberapa penelitian sebelumnya guna menghindari adanya kesamaan yang bersifat 

mutlak dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelusuran penulis dari beberapa 

penelitian sebelumnya yang dipandang mendekati kesamaan dengan penelitian ini, baik 

dari sisi objek (fokus kajian) maupun metodologinya. Berikut penulis paparkan 

beberapa karya ilmiah yang sebelumnya membahas terkait tentang pertimbangan hakim 

pengadilan agama dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah: 

Pertama, oleh Mustaklima dalam penelitiannya yang berjudul “Kewenangan 

Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah)”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut yakni; 1) Apa 

yang melatar belakangi kewenangan pengadilan negeri di bidang perbankan syariah; 2) 

Bagaimana implikasi kewenangan pengadilan negeri di bidang perbankan syariah; 3) 

Bagaimana solusi terhadap kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jenis 

penelitiannya adalah penelitian hukum normative atau doctrinal dan menggunakan 

pendektan historis atau sejarah (historical approach). Adapun hasil penelitiannya yakni; 

1) Yang melatar belakangi kewenangan peradilan umum di bidang perbankan syariah 

adalah bermula dari penilaian pemerintah akan ketidak siapan dan ketidak percayaan 

kepada lembaga peradian agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. 

Secara yuridis pasal 55. Uu no. 21 tahun 2008 tidak sinkron secara horizontal dengan 
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pasal 49 UU. No. 3 tahun 2006 dan secara vertical tidak konsisten terhadap undang-

undang 1945. Secara metodologis pencantuman pasal 55 dalam uu. No. 21 tahun 2008  

keluar dari pasal 5 huruf C dan (f) undang-undang Nomor 10 tahun 2004; 2) Implikasi 

dari kewenangan penradilan umum dibidang perbankan syariah yakni tereduksinya atau 

tidak utuhnya kompetensi obsolut peradilan agama dibidang perbankan syariah yang 

berpotensi menimbulkan konflik dua peradilan Negara; 3) Solusi terhadap kewenangan 

penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah dengan mengesampingkan peradilan 

umum dengan logika “sertifikat hak milik yang datang duluan tidak dapat dibatalkan 

oleh setifikat hak milik yang datang belakangan bagi obyek yang sama “, dengan logika 

lex specialis derogat legi generali. Namun dalam memberikan kepastian hukum, 

ketentuan yang memberikan kemungkinan bagi peradilan umum untuk menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah di hapuskan melalui judicial review ke mahkamah 

konstitusi agar terciptanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan 

yang dicita-citakan.12 

 Perbedaan dengan penelitian ini yakni permasalahan yang diangkat oleh 

Mustaklima lebih melirik ke Pengadilan Negeri baik kewenangan maupun implikasi 

Pengadilan Negeri serta solusi yang diberikan terhadap kewenangan penyelesaian 

perkara Perbankan Syariah. 

Kedua, Sofyan Zefri dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Perkara 

Perbankan Syariah Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan 

Agama Purbalingga Tentang Kasus Perkara Pembiayaan Al-Musyarakah)”. 

                                                             
12 Mustaklima, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU 

No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah),” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

2010.  
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Permasalahan yang diangkat dalamPenelitian tersebut adalah; 1) faktor-faktor apa yang 

menjadi analisis yuridis hakim pengadilan agama purbalingga dalam memutus dan 

menyelesaikan sengketa pembiayaan al-Musyarakah; 2) Bagaimana relevansi putusan 

pengadilan agama tersebut dengan sistem hukum perbankan syariah yang berlaku. Jenis 

penelitian tersebut adalah kajian pustaka (library research) yang terfokus pada dokumen 

putusan, kemudian melakukan koresponden dilapangan yakni hakim, setelah data 

terkumpul baru di uraikan dan diklasifikasifikasikan guna dapat memahami fenomena 

yang terjadi terkait sengketa dalam aktivitas pembiayaaan syariah dengan skim  al-

Musyarakah di pengadilan agama purbalingga. Adapun Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kombinasi normatif dan doktriner yaitu penelitian yang didasarkan 

pada penelitian kepustakaan (library research ) terhadap dokumen putusan pengadilan 

agama purbalingga terkait gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan al-

musyarakah, serta relevansi putsan tersebut  dengan sistem hukum perbankan syariah 

yang berlaku di indonesia.  

Adapun hasil penelitiannya adalah; 1) Pengadilan agama purbalingga dalam 

memutus dan menyelesaikan sengketa pembiayaan al-musyarakah serta relevansi 

praktik hukum dengan sistem hukum perbankan syariah, dapat disimpulkan 

pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terkait faktor pembatalan perjanjian, 

tuntutan ganti rugi (ta’widh) dan faktor penyebab terjadinya sengketa dalam aplikasi 

pembiayaan al-musyarakah, masih perlu mendapat perhatian lebih; 2) Relevansi praktik 

hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah dilingkungan pengadilan agama sangat 

relevan, sebagai bentuk komitmen pengadilan agama dalam memberikan kepastian 

hukum yang berkeadilan, guna menciptakan stabilitas ekonomi berbasis syariah yang 
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relevandnegan sistem hukum perbankan syariah yang berlaku di indonesia.13 Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian yang digunakan oleh Sofyan Zefri adalah 

kajian pustaka (Library Research) dan menganalisa satu perkara saja yakni 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembiayaan al-Musyarakah. 

Ketiga, Fathor Razi dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Perkara 

Ekonomi Syariah Di Lingkungan Pengadilan Agama”.Penelitian tersebut meneliti 

tentang bagaimana mekanisme penyelesaian perkara ekonomi Syariah di Pengadilan 

Agama Bantul terkait KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri dan BMT ISRA, kemudian 

apakah dasar pertimbangan putusan hakim telah sejalan dengan sumber Materil Islam. 

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research ) yang bersifat deskriptif-

analitis yakni mengungkapkan dan menguraikan pokokmasalah kemudian dibedah 

dengan menganalisa objek penelitian. Penelitian ini mengggunakan metode pendekatan 

yuridis (judicial approach) lebih kepada teknis beracaranya (formil) terkait sengketa 

ekonomi syariah.  serta pendekatan kasus (case approach) :lebih kepada pendekatan 

melalui putusan hakum dari hakim sebagaimana berlaku indonesis (bantul). Adapun 

hasil penelitiannya yaitu; Mekanisme yang ditempuh hakim yakni mediasi dan litigasi. 

Acuan mediasi yakni peraturan UU No. 4 tahun 2004 pasal 3 ayat !(1).  UU No. 30 

Tahun 1999, yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dan 3. KUHAP Perdata Bab 

XVIIIperdamaian sesuai dengan pasal 1851, 1853, 1855, peratuaran HIR 130 jo pasal 

131. PERMA No.1 tahun 2008 sesuai pasal 19 (ayat1), pasal 14 (ayat1), pada ayat (2), 

pasal 18 (ayat 1), (ayat 2), ayat (3) dan ayat (4), dilannjutkan dengan pasal 12 (ayat 1). 

                                                             
13  Sofyan Zefri, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Lingkungan Peradilan 

Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tetang Kasus Sengketa Pembiayaan Al-

Musyarakah),” Tesis, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2009.  
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Sedangkan melalui proses berita  acara persidangannya (BAP) mengacu pada undang-

undang No. 7 tahun 1989 pasal 56 ayat (1), UU No. 3 tahun 2006sebagai legalitas formil, 

yang termaktub pada pasal 49 (i), dan UU No. 48 Tahun 2009 jo. UU No. $ Tahun 2004. 

Hanya ada beberapa ketetntuan tertentu mengenai dwangsom  yang tidak diberlakukan 

di pengadilan agama batul. Masala dwangsom terjadi perdebatan dikalangan ulama 

terkait dengan dasar pertimbangan putusan hakim sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

hukum islam, yaitu AlQur’an dan Al-Hadits, kaidah fiqh, produk pemikiran ulama, 

fatwa DSN-MUI, SOP-KJKS, dan hukum positif sesuai PERMA No. 2 tahun 2008 

tentang kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).14  

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Peneliti sebelumnya hanya melihat apakah 

pertimbangan hakim telah sejalan dengan sumber materil Islam sedangkan penelitian 

ini mengkaji lebih dalam lagi pertimbangan hakim dari berberapa kasus Perbankan 

Syariah yang masuk ke pengadilan agama yakni dari tahun 2015-2019.  

Berdasarkan telaah pustaka yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian 

yang telah membahas terkait persoalan penyelesaian perkara Perbankan Syariah, namun 

sejauh ini penulis tidak menemukan secara spesifik pembahasan tentang pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Mataram kelas 1 A dalam penyelesaian perkara Perbankan 

Syariah. Penulis berkesimpulan bahwa karya ilmiah ini merupakan pembahasan yang 

baru dan layak untuk diteliti. 

 

                                                             
14 Fathor Razi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Pengadilan Agama 

(Analisis Pututsan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syarikah Ijarah 

Multijasa Dan Akad Mudarabah; Simpanan Berjangka Penjamin Kebutuhan Keluarga),” Tesis, 

Universitas Sunan Kalijaga, 2013.  
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E. Kerangka Teoritik 

Teori Hierarki yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen merupakan teori yang 

menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah 

berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma 

lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super-ordinasi dan sub-ordinasi dalam 

konteks spasial.15 Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, 

sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang 

lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. 

Teori yang diungkapkan oleh Kelsen menyebutkan bahwa norma hukum yang 

paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah 

hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang 

paling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar 

(grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), sama halnya seperti Pancasila yang 

menjadi norma hukum dasar di Indonesia. 

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum didasari oleh Adolf Merkl 

yang menggunakan teori das doppelte rech stanilitz, yaitu norma hukum memiliki dua 

wajah, yang dengan pengertiannya:  Norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar 

pada norma yang ada di atasnya dan norma hukum ke bawah ia juga menjadi dasar dan 

menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Norma tersebut mempunyai masa 

berlaku (rechkracht) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung 

pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada 

                                                             
15 Asshiddiqie,Jimly, dan Safa‟at, M. Ali, “Theory Hans KelsenTentang Hukum, Cet 

I, Sekretariat Jendreral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI,” (Jakarta, 2006), hlm.110 
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diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya 

tercabut atau terhapus pula.16 

Teori Hans Kalsen kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang 

merupakan salah satu murid dari Kelsen yaitu hierarki norma hukum dan rantai validitas 

yang membentuk piramida hukum (stufentheorie) yang disebut dengan theorie von 

stufenufbau der rechtsordnung. Adapun susunan menurut teori tersebut adalah:17 Norma 

fundamental negara (Staatsfundamentalnorm), Aturan dasar negara 

(Staatsgrundgesetz), Undang Undang formal (Formell Gesetz), peraturan pelaksanaan 

dan peraturan otonom (Verordnung En Autonome Satzung). 

Menurut Nawiasky norma tertinggi yang disebut oleh Kelsen sebagai norma 

dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai Staatsgrundnorm 

melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara. Grundnorm pada 

dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara 

kudeta atau revolusi.18 

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi 

membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum 

di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan 

                                                             
16 Farida, Maria, “Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius,” (Yogyakarta. 1998), hlm. 

25. 

17 Atamimi, A, Hamid S, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan 

Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV,” Disertasi 

Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287. 

18 Ibid 
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menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia 

adalah:19 

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945). 

2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi 

Ketatanegaraan. 

3. Formell gesetz: Undang-Undang. 

4. Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan 

Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. 

Pada Pasal 7  Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-undangan  menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan 

Perundang-undangan terdiri dari:  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. 

F. Metode Penelitian 

Supaya mendapatkan kesimpulan yang komperhensif, terarah dan akurat maka 

dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:20 

 

 

                                                             
19 Ibid 

20 Rojiksin, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Studi Pada 

Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2015-2016,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2017). hlm. 20. 
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1. Jenis Penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).  Penulis dalam 

penelitian ini mencoba memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dengan 

menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang ada guna mendapatkan 

kesimpulan yang benar dan akurat.21 Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian 

adalah Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni mengungkapkan dan 

menguraikan pokok masalah penyelesaian perkara Perbankan Syariah pada Pengadilan 

Agama Mataram kelas 1 A kemudian dibedah dengan menganalisa objek penelitian.22 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-

empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan 

bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh 

dilapangan. Kemudian menganalisa hasil penelitian supaya mendapatkan hasil kajian 

yang komperhensif, sehingga dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara 

Perbankan Syariah.23  

 

                                                             
21 Ibid. 

22 Fathor Razi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Pengadilan Agama 
(Analisis Pututsan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syarikah Ijarah 

Multijasa Dan Akad Mudarabah; Simpanan Berjangka Penjamin Kebutuhan Keluarga),” Tesis 

Universitas Sunan Kalijaga, 2013. 

23 Hasanuddun Muhammad, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di 

Pengadilan Agama,” Tesis Universitas Islam Indonesia, 2015. 
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4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dikatagorikan menjadi dua bagian yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer didapat dari sumber rujukan berupa hasil wawancara dengan ketua 

pengadilan dan hakim pada Pengadilan Agama Mataram kelas 1 A. 

b. Sumber Data Skunder 

Sebagai sumber rujukan data skunder dalam penelitian ini adalah data yang 

didapat dalam bentuk yang telah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak terkait 

berupa putusan perkara, Undang-Undang, buku, jurnal, disertasi dan tesis yang sesuai 

penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Agar mendapatkan data yang bersifat lapangan, penulis menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut: 

a. Observasi 

Teknik observasi digunakan dalam mencari gambaran secara objektif dengan 

melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.24 Pengamatan diarahkan pada 

pengamatan berita acara perkara Perbankan Syariah di pengadilan Agama Mataram 

Kelas 1A tahun 2015-2019. Peneliti melakukan Observasi secara non-partisipan. 

Observasi non-partisipan dilakukan guna mendapatkan data yang objektif sehingga 

                                                             
24 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 

94.  



 

 

18 
 

dapat digunakan sebagai bahan dalam menarik kesimpulan dengan pola yang lebih 

mudah.25 

b. Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data terkait penyelesaian perkara 

Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A, karena ada beberapa data 

yang tidak bisa diperoleh dengan teknik observasi. Adapun teknik wawancara ini adalah 

wawancara semi terstruktur yang ditujukan kepada ketua dan para hakim Pengadilan 

Agama Mataram Kelas 1A.26  

c. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data terkait dengan fokus 

penelitian yang sudah diolah, seperti laporan proses penyelesaian perkara Perbankan 

Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A, penelusuran kepustakaan serta 

membaca literatur yang memiliki relevansi dengan tema bahasan yang berkaitan dengan 

teori kewenangan pengadilan dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dilakukan analisis dan 

pengambilan kesimpulan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif-analitis-kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

                                                             
25 Imam Munawir, Metode-Metode Penelitian Sosial, (Surabaya: Usaha Nasional, tth), hlm. 

149.  

26 Rojiksin, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Studi Pada 

Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2015-2016,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017, hlm. 22.  
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mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dianalisis, lalu hasil analisis 

tersebut akan diinterpretasi dan diambil kesimpulannya.  

Pisau analisis yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu 

teori hierarki hukum yang dikemukakan oleh Hans Kalsen. Dengan pisau analisis ini 

peneliti akan menemukan jawaban terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama 

mataram kelas 1 a dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi Lima Bab, terdiri dari beberapa 

pokok pembahasan dan merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan 

proses penelitian. Guna mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang 

jelas mengenai seluruh isi dari penulisan tesis ini maka penulis menyusun sistematika 

pembahasan dengan uraian sebagai berikut: 

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan, yang berisi gambaran latar belakang 

masalah penelitian yang berkaitan langsung dengan judul penelitian kemudian diikuti 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan dari penelitian ini. Penulis 

juga mengelaborasi kajian pustaka agar dapat membedakan dan memetakan posisi 

penelitian ini. Selanjutnya metodologi penelitian guna memberikan gambaran yang luas 

tentang bagaimana penelitian ini berlangsung. 

Bab ll penulis mulai memperluas bahasan pada kerangka teori yang telah di 

singgung pada Bab l, pada bahasan ini berisi tentang penyelesaian perkara dan teori 

hierarki perundang-undangan dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah. 

Bab lll memaparkan tentang deskripsi subyek penelitian dan deskripsi putusan 

Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A tentang perkara Perbankan Syariah dengan 



 

 

20 
 

Nomor Perkara: 0560/Pdt.G/2015/Pa.Mtr, 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr., 

234/Pdt.G/2017/PA.Mtr, dan 42/Pdt.G/2019/PA.Mtr. 

Bab lV menjelaskan pertimbangan hakim dan tinjauan teori hierarki perundang-

undangan dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama 

Mataram Kelas 1 A, melalui pisau analisa tersebut peneliti mencari jawaban terhadap 

pertimbangan hakim menurut teori hierarki perundang undangan.  

Bab V merupakan penutup. Pada Bab ini peneliti memberikan dan memaparkan 

jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab l, jawaban tersebut 

kemudian menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Peneliti juga memaparkan saran-

saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terkahir pada tesis ini, yang merangkum kesimpulan dari 

pembahasan bab-bab sebelumnya. Peneliti juga memberikan beberapa saran yang 

berhubungan dengan pembahasan tesis ini. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:  

1. Mekanisme penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama 

Mataram telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 

2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang mana 

dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian perkara dapat 

diselesaikan dengan cara sederhana dan biasa. Adapun dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa penyelesaian perkara dengan cara 

sederhana dilakukan pada perkara dengan nilai gugatan materil maksimal 500 

juta. Dalam hal penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mataram terdapat 

dua perkara yang nilai gugatan materilnya kurang dari 500 juta namun 

diselesaikan secara biasa, hal ini dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat 

lainnya untuk perkara tersebut diselesaikan dengan cara sederhana. 

Berdasarkan analisa penulis terkait mekanisme penyelesaian perkara 
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Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A dalam hal proses 

pemeriksaan terhadap perkara mulai pengajuan perkara, pra persidangan 

sampai dengan tahap persidangan menggunakan tata cara penyelesaian perkara 

dengan cara biasa. 

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A dalam 

penyelesaian perkara merujuk kepada peraturan Undang Undang dan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu: PERMA Nomor  1 tahun 2008 tentang 

mediasi , Pasal 1234 dan 1365 KUHPerdata, Putusan Mahkamah Agung nomor 

1875 K/PDT/1984, Pasal 15 ayat (2) Undang  Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang hak tanggungan, Undang Undang Tentang Perbankan Syariah, Fatwa 

Dewan Syariah Nasional, KUHPerdata, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 89 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,  Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006,  

Undang Undang Nomor 50  Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 

162 RBg.  Adapun perkara nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr, Dasar hukum 

yang digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 160-161 RBg, Fatwa 

DSN No 49/DSN-MUI/II/2005, Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang Undang No 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 280, 

Pasal 20 ayat (1)Undang Undang Hak Tanggungan, Pasal 1131, 1365, 1246, 

1370-1372 KUHPerdata, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 49-50 UU No. 7 Tahun 

1989 yang dirubah dengan UU no. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU No. 

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Pada perkara Nomor 

234/Pdt.G/2017/PA.Mtr dasar Hukum yang digunakan adalah Pasal 154 RBg, 

juncto Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU no. 3 Tahun 
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2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, 

Pasal 4 dan 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 285, 192 RBg dan Pasal 

1338 KUHPerdata. Pada perkara nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr dasar hukum 

yang digunakan adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

mediasi, Al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 34, Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 154 

RBg. 

Berdasarkan analisa peneliti mengenai perkara nomor 

0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr seharusnya tidak diselesaiakn oleh Pengadilan 

Agama Mataram Kelas 1 A karena dalam akad para pihak terdapat klausula 

artbitrase yang artinya penyelesaian perkara tersebut seharusnya diselesaiakn 

melalui Basyarnas dan wewenang Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A telah 

terhapuskan. Sehingga pertimbangan yang harus dinyatakan oleh Hakim 

adalah menolak perkara tersebut. Adapun pada perkara nomor 

0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr, 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr, 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr 

pertimbangan hakim dalam menyelesaikannya telah sesuai dengan teori 

hierarki dalam arti telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang undang 

yang berlaku. 

B. Saran 

1. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A pada penyelesaian 

perkara Perbankan Syariah dalam mengimplementasikan peraturan perundang 

undangan sebagai dasar pertimbangan putusan perkara Perlu untuk lebih teliti 

agar ketimpangan-ketimpangan yang terdapat dalam undang-undang yang satu 

dengan yang lainnya bisa digunakan sesuai dengan maksud dari unudang 
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undang tersebut. Sehingga para pencari keadilan akan lebih merasa hak-haknya 

terselesaikan. 

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terutama Terkait Mekanisme 

Penyelesaian perkara Perbankan Syariah secara e-Court di Pengadilan Agama 

Mataram sehingga masyarakat selaku pencari keadilan lebih mudah dalam 

penyelesaian perkara.  
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